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TNI AL Tangkap Kapal Cumi yang akan 
Selundupkan 28 TKI Ilegal ke Malaysia
ABK beserta puluhan TKI ilegal yang 
akan diselundupkan ke Malaysia sudah 
dibawa ke panton nelayan Bagan Asa-
han untuk pemeriksaan lanjutan.

ABK dipaksa berhenti. Lalu, 
petugas memeriksa  muatan 
dan kelengkapan kapal. 

Pada saat pemeriksaan, 
kapal nelayan cumi tanpa 
nama tersebut diketahui se-
dang membawa 28 orang yang 
terdiri dari 16 orang laki-laki 11 
orang perempuan dan 1 balita 
perempuan yang diduga akan 
berangkat ke Malaysia untuk 
menjadi TKI ilegal.

Panglima Komando Ar-
mada I Laksda TNI Abdul 
Rasyid K, mengatakan, pa-
troli TNI AL akan selalu ha-
dir melaksanakan tugas patroli 
yang memang merupakan hal 
rutin dilaksanakan, terutama di 
tempat-tempat yang disinyalir 
menjadi jalur-jalur keluar ma-
suk tidak resmi baik itu peny-
elundupan tenaga kerja ilegal, 
komoditi dari luar negeri, 

JAKARTA (IM) – Tim 
Fleet One Quick Response 
(F1QR)  Pangka lan  TNI 
AL Tanjung Balai  Asah-
an, Lantamal I, Koarmada 
I,menggagalkan upaya pe-
nyelundupan puluhan orang 
Tenaga Kerja Ilegal (TKI) 
ke Malaysia, Minggu (21/2).

Kapal jenis Cumi yang 
mengangkut 28 TKI ilegal 
itu ditangkap di Perairan 
Tanjung Kumpul, Sumatera 
Utara.

Komandan Pangkalan TNI 
AL (Lanal) Tanjung Balai Asa-

han, Letkol Laut (P) Robinson 
Hendrik Etwiory mengatakan, 
pada Minggu (21/2) pagi sekira 
pukul 05.30 WIB, Tim F1QR 
Lanal Tanjung Balai Asahan 
yang berada di Wilayah Kerja 
Lantamal I melakukan penge-
jaran terhadap satu kapal ne-
layan. Kapal tersebut diduga 
membawa TKI secara Ilegal 
dari Tanjung Balai menuju 
Malaysia. 

“Kapal jenis Cumi den-
gan bobot kurang lebih 7 GT 
(Gross Ton) yang diawaki oleh 
1 orang nahkoda dan 4 orang 

barang ilegal, bahkan narkoba 
yang saat ini disinyalir masih 
saja terjadi di Wilayah Kerja 
Koarmada I.

“Perairan Timur Sumatera 
di sepanjang Selat Malaka yang 
berbatasan dengan negara tet-
angga masih banyak digunakan 
sebagai pelintasan penyelundu-
pan tenaga kerja ilegal, melalui 
pangkalan-pangkalan jajaran 
Koarmada I, TNI AL akan 
terus melakukan pengawasan 

dan melaksanakan pemberan-
tasan tindakan penyelundupan 
baik itu tenaga kerja ilegal, 
narkotika, penyelundupan 
komoditi dan tindakan illegal 
lainnya yang 

ABK beserta penumpang-
nya dibawa menuju panton 
nelayan Bagan Asahan untuk 
dilakukan pemeriksaan lanju-
tan dengan tetap melakukan 
protokol kesehatan Covid-19. 
 mei

MASA PENAHANAN
EDHY PRABOWO DIPERPANJANG
Tersangka kasus dugaan suap 
izin ekspor benih lobster Edhy 
Prabowo (kiri) menjawab perta-
nyaan wartawan seusai menjalani 
pemerik saan di Gedung Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Jakarta, Senin (22/2). KPK memper-
panjang masa penahanan mantan 
Menteri Kelaut an dan Perikanan 
itu untuk 30 hari ke depan.

JAKARTA (IM) - Per-
selisihan antara pendiri dan 
pengurus DPP Partai De-
mokrat, terus memanas pasca 
konfrensi pers kudeta yang 
dilontarkan Agus Harimurti 
Yudhoyono alias AHY.

Bahkan, kala itu AHY 
sempat mengirimkan surat 
kepada Presiden Joko Widodo 
atau Jokowi yang meminta 
penjelasan soal keterlibatan 
lingkaran dalam istana atas 
kudeta tersebut.

Namun, pada Rabu 17 Fe-
buari 2021, AHY meluruskan 
ucapannya, jika dia mendapat 
informasi bahwa presiden 
Jokowi tidak tahu menahu soal 
kudeta di partai Demokrat.

Menanggapi hal itu, mantan 
Wakil Komisi Dewan Pengawas 
(Dewas) DPP sekaligus pendiri 
Partai Demokrat, HM Darmi-
zal MS, merasa geram dengan 
ulah AHY yang tidak konsisten 
dengan pernyataannya sendiri. 
“Sebelumnya menuding, seka-
rang klarifi kasi. Ketua umum 
yang masih sangat mentah dan 
grasak grusuk dalam bertindak,” 
ujar Darmizal kepada wartawan, 
Senin (22/2).

Pria kelahiran Sumatera 
Barat ini menyebut, jika Susilo 
Bambang Yudhoyono alias 
SBY yang telah mengambil 
Partai Demokrat dari para 
pendirinya untuk dijadikan 
partai dinasti.

“SBY lah yang sesung-
guhnya telah melakukan ku-
deta atau pengambil alihan 
Partai Demokrat dengan se-
gala cara. Pada saat KLB di 
Surabaya, SBY berjanji hanya 
untuk meneruskan sisa kepe-
mimpinan Anas Urbaningrum 
sampai 2015. Pada Kongres 
Partai Demokrat tahun 2015 
di Surabaya, SBY mengingkari 
janjinya dan muncul sebagai 
calon tunggal,” tutur Darmizal.

Lebih lanjut Darmizal 
menjelaskan, pada Kongres ke 
5 Partai Demokrat tanggal 15 
Maret 2020, ditengah pandemi 

Covid-19 dipaksakan Kongres 
dengan mewariskan jabatan 
Ketua umum dari sang bapak 
ke putra mahkotanya AHY. 
Saat itu tanpa memenuhi tata-
cara ber-acara Kongres.

“Menyuruh ke luar ruang 
sidang semua peserta Kon-
gres yang punya hak bicara, 
tidak mengesahkan keputusan 
sebagaimana mestinya, antara 
lain, jadwal acara, tata tertib, 
pembahasan AD/ART, pem-
bahasan program kerja dan 
laporan pertanggungjawaban 
SBY Ketua umum sebelumnya. 
Namun langsung mendeklarasi 
AHY menjadi Ketua umum 
oleh Ketua-ketua DPD. Itulah 
yang mereka sebut sebagai 
aklamasi,” tegasnya.

Ditambahkan Darmizal, 
pada tahun 2003 setelah Partai 
Demokrat lolos verifi kasi KPU, 
bergabunglah almarhumah ibu 
Ani Yudhoyono, sebagai Wakil 
Ketua umum partai Demokrat.

“Tak lama kemudian di 
tahun yang sama, SBY masuk 
menjadi calon Presiden (Cap-
res) dari Partai Demokrat, yang 
ditandatangani oleh Ketua 
Umum Prof. Subir Budhisan-
toso,” jelasnya.

Darmizal mengibaratkan, 
SBY saat itu seperti tetangga 
pemalu yang diajak masuk ke 
dalam rumah oleh pemiliknya. 
Sebelumnya tidak pernah 
berkunjung sampai pada Rapim-
nas partai Demokrat di Wisma 
Kinasih tahun 2003.  han

Darmizal Sebut SBY yang Ambil Alih 
Partai Demokrat dari Pendirinya

JAKARTA (IM) - Ren-
cana kunjungan kerja Komisi 
I DPR ke Qatar pada 28 
Februari 2021 hingga 6 Maret 
menuai kritik. Peneliti Forum 
Masyarakat Peduli Parlemen 
Indonesia Lucius Karius 
menilai, tidak ada urgensi 
bagi DPR untuk melakukan 
kunjungan kerja di tengah 
kondisi pandemi Covid-19. 

“Tak sedikit pun alasan 
yang membenarkan kunker 
yang dipertanyakan urgen-
sinya itu dilakukan di tengah 
situasi krisis. Bagaimana bisa 
ada pejabat yang berpikir 
dan bertindak biasa-biasa 
saja seolah-olah kondisi kita 
normal-nomal saja?” kata 
Lucius, Senin (22/2).

Ia mengingatkan, banyak 
masalah di dalam negeri yang 
perlu mendapat perhatian 
serius dari DPR. Ia menduga 
DPR sengaja memanfaatkan 
kondisi pandemi Covid-19 
untuk melakukan kunjungan 
kerja karena luput dari perha-
tian publik.

“Pemerintah dibiarkan 
bekerja pontang-panting, 
sementara DPR seolah-olah 
sibuk, tetapi parahnya kesi-
bukan mereka bukan untuk 
membantu meringankan be-
ban pandemi tetapi justru 
untuk menyenangkan diri 

sendiri,” katanya.
Lucius mempertanyakan 

alasan DPR untuk melaku-
kan kunjungan kerja yaitu 
mengetahui kerja duta besar 
serta mengetahui perlidun-
gan terhadap warga negara 
Indonesia dan badan hukum 
Indonesia di Qatar. 

Menurut Lucius, alasan-
alasan di atas hanya formali-
tas untuk mendapatkan izin 
dan legitimasi agar kunjungan 
Komisi I DPR dapat diterima 
di Qatar. 

“Di dalam negeri ada 
banyak masalah, kok malah 
mau urus kerja dubes? Kok 
mau kontrol APBN dan 
kebijakan pemerintah mesti 
harus ke Qatar?” ujar Lu-
cius. 

Rencana kunjungan kerja 
Komisi I DPR diketahui 
menyusul beredarnya surat 
Nomor PW/0159/DPR RI/
II/2021 tanggal 10 Februari 
2021 itu ditujukan kepada 
Duta Besar LBBP RI untuk 
Qatar di Doha. 

Sekretaris Jenderal DPR 
RI Indra Iskandar mem-
benarkan adanya surat yang 
diteken oleh Wakil Ketua 
DPR RI Azis Syamsuddin itu. 
Namun, Indra mengatakan, 
surat tersebut masih bersifat 
penjajakan.  han

Komisi I DPR Mau Berkunjung 
ke Qatar, Pengamat: Tak Urgen
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SIDANG LANJUTAN KASUS KEBAKARAN GEDUNG KEJAGUNG
Sejumlah terdakwa mengikuti sidang lanjutan kasus kebakaran gedung 
Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/2). 
Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak 
Jaksa Penuntut Umum (JPU).

kan dalam surat permohonan 
atau gugatan itu. Pihak Habib 
Rizieq lantas memperbaiki 
alamat dalam surat permo-
honan di dalam persidangan, 
yang mana alamat Polda Metro 
Jaya beralamat di Jalan Jenderal 
Sudirman, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan.

“Saudara akan mengubah 
alamat tersebut atau bagaima-
na, tentunya alamatnya sesuai 
dengan kantor Polda metro 
Jaya tersebut, tapi kalau yang 
dituju dua-duanya dicantum-
kan semua,” tutur hakim lagi.

Usai itu, hakim tunggal 
Suharno menunda persidan-
gan lantaran tak adanya pihak 
Termohon dan sidang ditunda 
pada Senin, 1 Maret 2021 
mendatang dengan agenda 
pembacaan gugatan prapera-
dilan.  han

JAKARTA (IM) - Sidang 
praperadilan sah tidaknya 
penangkapan dan penahanan 
Habib Rizieq Shihab yang 
sejatinya digelar di Pengadilan 
Negeri (PN) Jakarta Selatan, 
ditunda hingga pekan depan.

Sidang seharusnya persi-
dangan digelar di ruang sidang 
utama, Prof. H. Oemar Seno 
Adji, SH PN Jakse, pukul 10.30 
WIB, Senin (22/2) dengan 
agenda pembacaan gugatan 
praperadilan. Namun, pihak 
Termohon tak hadir.

Sidang praperadilan yang 
diajukan Habib Rizieq dip-
impin hakim tunggal Suharno,  
dihadiri oleh Pemohon atau 
Tim Pengacara Habib Rizieq, 
sedangkan pihak Termohon 
atau Penyidik Bareskrim Polri 
Cq Penyidik Polda Metro Jaya 
tak hadir.

Di persidangan, penundaan 
sidang tersebut dilakukan lan-
taran pihak Termohon Polda 
Metro Jaya tidak menerima dan 
menolak untuk hadir. Polda 
Metro Jaya beralasan permo-
honan yang ditujukan itu salah 
alamat, alamat yang tertera 
dalam surat permohonan gu-
gatan dari Pemohon tertulis di 
Jalan Trunojoyo, yang mana itu 
alamat Mabes Polri.

“Pihak termohon penyidik 
Polda Metro Jaya tidak mener-
ima atau menolak panggilan 
ini, dikatakan alamatnya tidak 
tepat,” ujar hakim tunggal, 
Suharno di persidangan, Senin 
(22/2).

Menurut hakim, alamat 
yang dicantumkan hanya di-
tujukan pada Bareskrim Polri 
saja, seharusnya alamat Polda 
Metro Jaya juga dicantum-

Sidang Praperadilan Habib Rizieq 
Ditunda Hingga Pekan Depan

Malang, Jakarta Barat, dan 
lain-lain.

“Luar biasa terima ka-
sih. Ini saya harus bikin lagi 
(aquariumnya)saya dulu lupa 
pesannya di mana (aquarium) 
yang kotak-kotak,” tuturnya.

Susi memastikan akan 
tetap merawat ikan cupang 
yang sudah diberikan netizen. 
Ia bahkan mempersilakan 
masyarakat yang memiliki hobi 
sama untuk melihat-lihat ikan 
cupang koleksinya tersebut.

“Nanti siapa yang hobi 
cupang di Pangandaran boleh 
lihat koleksinya Susi yang 
datang dari seluruh Indonesia, 
luar biasa,” ucapnya.  han

JAKARTA (IM)  - Mantan 
Menteri Kelautan dan Peri-
kanan (KKP) Susi Pudjiastuti   
mengaku bahagia mendapat 
kiriman 50 ekor ikan cupang 
dari warganet.

“Selamat siang kawan-
kawan semua, luar biasa, saya 
tak tahu lagi bicara apa, dide-
pan saya sudah lebih dari 50 
toples isinya ikan (cupang) 
cantik-cantik semua,” kata Susi 
dilihat dari Instagram @susi-
pudjiastuti115, Senin (22/2).

Susi sebelumnya memiliki 
aquarium yang sudah lama 
tidak terpakai dengan kapasitas 
20 kotak. Aquarium terse-
but sudah dibersihkan dan 

dipercantik lagi. Namun ia 
tidak menyangka kiriman ikan 
cupang yang datang lebih 
dari kapasitas aquarium yang 
dimilikinya.

“Aquarium yang isinya 20 
kotakan, sekarang datang 50 
ikan cupang. Kawan-kawan 
yang telah mengirim saya ucap-
kan terima kasih,” jelasnya.

Susi kemudian memba-
cakan nama-nama netizen 
yang mengirimkannya ikan 
cupang. Ikan tersebut umum-
nya dikirim oleh warga yang 
memiliki toko ikan cupang hias 
dari berbagai wilayah di Tanah 
Air. Mulai dari Pangandaran, 
Depok, BSD, Yogyakarta, 

Susi Pudjiastuti Girang  Dapat 
Kiriman 50 Ekor Ikan Cupang

JAKARTA (IM) -  Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
berpesan kepada penegak hu-
kum dan pemangku jabatan 
terkait untuk menindak pem-
bakar hutan. Jokowi tidak 
ingin persoalan kebakaran 
hutan dan lahan (karhutla) 
menjadi sentimen negatif  
negara tetangga.

“Saya minta langkah pen-
egakan hukum dilakukan 
tanpa kompromi. Saya kira 
Pak Kapolri tahulah apa yang 
harus dilakukan di sini karena 
pengalaman kemarin sudah 
melakukan itu. Penegakan 
hukum tegas kepada siapa 
pun yang melakukan pem-
bakaran hutan dan lahan, 
baik itu di konsesi milik kor-
porasi/perusahaan, maupun 
masyarakat,” ujar Jokowi 
dalam rapat koordinasi pen-
gendalian kebakaran hutan 
dan lahan yang disiarkan 
saluran YouTube Sekretariat 
Presiden, Senin (22/2).

Jokowi ingin ada sanksi 
yang membuat efek jera pem-
bakar hutan. Sanksi bisa 
berupa administrasi hingga 
pidana.

“Tapi ini semuanya ha-

rus tahu agar ada efek jera. 
Terapkan sanksi yang tegas 
bagi pembakar lahan, baik 
sanksi administrasi, perdata, 
maupun pidana,” ujarnya.

Jokowi tidak ingin In-
donesia menanggung malu 
di pertemuan negara-negara 
anggota ASEAN jika dising-
gung persoalan karhutla yang 
menimbulkan kabut asap 
lintas batas.

“Jangan sampai kita ini 
malu di ASEAN Summit, 
pertemuan negara-negara 
ASEAN, ada satu, dua, tiga 
negara yang membicarakan 
lagi mengenai ini. Dalam lima 
tahun ini sudah nggak ada,” 
ujar Jokowi.

 Jokowi menyampaikan 
bahwa sejak 2016 hingga saat 
ini belum ada lagi protes dari 
negara tetangga soal kabut 
asap.

“Jangan sampai dibuat 
ada lagi, saya titip itu. Malu 
kita. Dipikir kita nggak bisa 
selesaikan masalah ini, bisa. 
Tadi disampaikan Bapak 
Menko Polhukam, sudah 
turun 88 persen, kalau bisa 
ditingkatkan lagi dari angka 
itu,” ujar Jokowi.  mei

Jokowi: Tindak Pembakar Hutan,
Jangan Memalukan di ASEAN Summit

WISATA MAKAM RAJA SISINGAMANGARAJA XII
Wisatawan mengamati Makam Pahlawan 
Nasional Raja Sisingamangaraja XII di Silalahi 
Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba, Suma-
tera Utara, Senin (22/2). Makam pahlawan na-
sional tersebut sering dikunjungi wisatawan 
yang ingin berziarah.
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JAKARTA (IM) - Ang-
gota Ombudsman Republik 
Indonesia (RI) masa jabatan 
2021-2026 pagi ini resmi 
mengucap sumpah di hada-
pan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi), di Istana Negara. 
Para anggota Ombudsman 
ini dipilih setelah melalui uji 
kepatutan dan kelayakan di 
DPR.

Mereka diangkat me-
lalui Keppres No.36 P/2021 
Tentang Pengangkatan Ke-
anggotaan Ombudsman RI 
Masa Jabatan Tahun 2021-
2006. Pada Keppres tersebut, 
Ketua Ombudsman dijabat 
oleh Mokh Najih. Kemudian 
Wakil Ketua adalah Bobby 
Hamzar Rafi nus.

Sementara Anggota Om-
budsman antara lain Dadan 
Suparjo Suharmawijaya, Hery 
Susanto, Indraza Marzuki 
Rais, Jemsly Hutabarat, Jo-
hanes Widijantoro, Robertus 
Na Endi Jaweng, dan Yeka 
Hendra Fatika.

 “Bahwa saya untuk mem-
peroleh jabatan ini langsung 
atau tidak langsung dengan 
menggunakan nama atau cara 
apapun juga tidak memberi-
kan atau menjanjikan barang 
sesuatu kepada siapapun,” 

demikian petikan sumpah 
yang dibacakan Ketua, Wakil 
Ketua dan Anggota Om-
budsman RI.

“Saya bersumpah/saya 
berjanji akan memenuhi ke-
wajiban saya sebagai ketua 
merangkap anggota Ombids-
man dengan sebaik-baiknya 
dan seadil-adilnyaSaya ber-
sumpah/saya berjanji bahwa 
saya untuk melakukan atau ti-
dak melakukan sesuatu dalam 
jabatan ini tidak sekali-kali 
akan menerima langsung atau 
tidak langsung dari siapapun 
suatu janji atau pemberian,” 
lanjut bunyi sumpah jabatan.

 “Saya bersumpah/saya 
berjanji akan memegang 
teguh Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1945 
serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Saya 
bersumpah/saya berjanji 
akan memelihara kerahasiaan 
mengenai hal-hal yang dik-
etahui sewaktu memenuhi 
kewajiban saya,” tutur para 
anggota Ombdusman.

Hadir dalam pelantikan 
tersebut Wakil Presiden (Wa-
pres) Maruf  Amin, Menko-
polhukam Mahfud MD, dan 
Mensesneg Pratikno.  mei

Anggota Ombudsman RI Terpilih 
Ucapkan Sumpah di Depan Jokowi


